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Abstrak

PENDAHULUAAN
Latar Belakang

Sampai saat ini upaya mencari potret atau sosok pemerintahan yang ideal masih
menjadi isu paling menarik. Pemerintahan yang ada baik eksekutif, yudikatif, maupun
legislatif masih dinilai kurang memiliki kinerja untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan
merespon perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif
atau birokrasi yang semula dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah publik justru
kemudian menjadi sumber masalah dari pemecahan masalah-masalah publik itu sendiri
karena cenderung mengidap penyakit birokrasi yang dikenal dengan “bureaupathologie”.
lembaga legislatif yang dibangun untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan
rakyat dan mengontrol kinerja pemerintah juga menjadi sumber masalah karena rendahnya
kemampuan dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan semakin tidak memiliki
kewibawaan karena mudah dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Dengan melihat kondisi yang ada hal yang dapat di jadikan acuan dalam melihat
tingkat kemampuan daerah adalah Kinerja Keuangan. Adapun alat ukur untuk menilai kinerja
keuangan pemerintah, diantaranya adalah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis
kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari
satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan
yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan.
Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering
menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan
tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat tingkat kinerja Keuangan di

Provinsi Jambi dengan tujuan untuk menganalisis tingkat Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.

Kata kunci: Kinerja daerah. Keuangan daerah, anggran belanja daerah.
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TINJAUAN PUSTAKA
Teori-Teori Keuangan
Teori Produksi

Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan jumlah produksi selalu

disebut sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu :
Q=f(KL)

Dimana, Q adalah output, K adalah kapital (modal), dan L adalah tenaga kerja (labor).

Persamaan tersebut merupakan gambaran sederhana dan bersifat umum

mengenai keterkaitan antar faktor-faktor produksi dan jumlah produksi.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam penyelenggaraan desentralisasi perlu adanya suatu penyerahan, dan
pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab yang
diikuti dengan pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk
dalam perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut didasarkan
pada tiga fungsi utama yang diemban oleh Pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi
dan fungsi stabilisasi. Berdasarkan pada Penjelasan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 disebutkan bahwa fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif
dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah
yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Menurut Musgrave (1991:6) bahwa baik dalam teori maupun praktek keuangan
negara selalu mengalami perkembangan, yang juga telah mencakup proses politik guna
mencapai keputusan. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diartikan sebagai
suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi diantara berbagai
tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah
untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara
kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta
pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan
memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan
pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk
pengelolaan dan pengawasan keuangan publiknya (Devas dalam Tjandra, 2006:105).

Keuangan Daerah
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Menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umum pasal 156 ayat (1) disebutkan,
pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat
dua unsur penting yaitu : pertama, semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut
pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan
yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan
kedua, kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya
tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan
tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Konsep Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.
Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakuan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan
melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas

entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

METODE PENELITIAN
Metode analsis yang digunakan dalam mengukut kinerja keuangan pemerintah Provinsi
Jambi periode 2001 — 2011 maka digunakan model :
a. Pengukuran Indeks

Pengukuran indeks ini pada dasarnya merupakan rata-rata dari ketergantungan fiskal,

kemampuan penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor

pemerintah yaitu :

- Ketergantungan Fiskal

- Kapasitas Penciptaan Pendapatan

- Proporsi Belanja Modal

- Kontribusi Sektor Pemerintah

Adapun model yang digunakan untuk mengukur Indek Kinerja Keuangan adalah

sebagai berikut :

IKKP = (100 — KF);; + KCP;; + PBM;; + KSP;;
4
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Dimana :
IKKP = Indeks kinerja Keuangan Pemerintah
KF;; = Ketergantungan Fiskal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
KF= DAU (-belanja pegawai)/Total Pendapatan Daerah*100%
Angka ketergantungan fiskal terhadap keuangan daerah bersifat negatif
artinya semakin besar nilainya semakin tidak baik bagi keuangan daerah
dan sebaliknya, maka untuk menyamakan dengan variabel lainnya yang
bersifat positif, harus dikonversi dengan mengurangkan angka 100
terhadap angka ketergantungan fiskal agar bersifat positif.
KPCi; =Kapasitas Penciptaan Pendapatan Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
KPC = Pendapatan Asli Daerah/PDRB * 100%
PBMi: = Proporsi Belanja Modal Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :
PBM = Belanja Modal/Total Belanja Daerah * 100%
KSPi; = Kontribusi Sektor Pemerintah Provinsi Jambi, nilainya diperoleh dari :

KSP = Total Belanja Pemerintah/ PDRB * 100%

Asumsi penilaian terbaik dalam interprestasi indikator yang digunakan adalah sebagai

berikut :
1. Ketergantungan Fiskal —> Nilai terbaik =100*
2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan - Nilai terbaik =10
3. Proporsi Belanja Modal - Nilai terbaik =60
4. Kontribusi Sektor Pemerintah - Nilai terbaik =20
Ket :
* = karena bersifat negatif terhadap perekonomian maka dikonversi dengan

mengurangkan angka 100 dengan angka 0
Kemudian mencari nilai rata-rata atas semua asumsi nilai terbaik dari keempat
indikator, yaitu :
Rata-rata = 100+ 10+ 60 +20 =50 (pembulatan)
4
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Sehingga diperoleh nilai kategori kinerja keuangan sebagai berikut :

Kategori Kinerja Ekonomi Daerah
Tidak Baik <20
Kurang Baik >20-30
Cukup Baik >30—-40
Baik >40 - 50
Sangat Baik >50
HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model yang ada maka diperoleh
hasil bahwa indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi secara umum dari tahun
2001 sampai dengan tahun 2011 adalah CUKUP BAIK, yang tercermin dari besarnya nilai
Indeks Kinerja Keuangan yang ada.

Besarnya nilai Indek Kinerja Keuangan yang ada tersebut merupakan rata-rata
perhitungan dari empat indikator yang dijadikan ukuran diantaranya tingkat ketergantungan
fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal dan kontribusi sektor
pemerintah. Semakin membaiknya nilai dari keempat indikator tersebut maka akan semakin
baik pula Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi.

Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2001-2011

Ketergantungan Kapgsitas Propor.si Kontribusi Igdeks o
Tahun Fiskal Penciptaan | Belanja Sektor Kinerja Kriteria
Pendapatan | Modal Pemerintah | Keuangan

2001 11,85 0,64 28,45 2,68 29,98 Cukup Baik
2002 13,04 1,03 31,96 3,84 30,95 Cukup Baik
2003 6,27 1,65 34,29 4,92 33,65 Cukup Baik
2004 9,29 2,06 28,58 5,48 31,71 Cukup Baik
2005 11,18 2,25 36,16 6,12 33,34 Cukup Baik
2006 19,27 2,52 35,54 8,66 31,86 Cukup Baik
2007 10,66 2,68 35,35 9,55 34,23 Cukup Baik
2008 2,78 2,97 37,67 10,56 37,11 Cukup Baik
2009 4,72 3,05 28,98 10,24 34,39 Cukup Baik
2010 5,42 3,93 31,31 8,52 34,59 Cukup Baik
2011 6,21 5,19 29,64 9,23 34,46 Cukup Baik

Sumber : Data diolah

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Jambi tidak mengalami
perbaikan menuju arah yang lebih baik. Dengan melihat kecenderungan dan pergerakan
Kinerja Keuangan tersebut maka dalam beberapa tahun kedepan Kinerja Keuangan Provinsi

Jambi masih belum mengalami perbaikan menuju kondisi yang lebih baik
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Jambi
Selama kurun waktu 10 tahun terakhir pada kondisi Cukup Baik
Saran
Dengan melihat kondisi yang ada, guna meningkatkan kinerja ekuangan pemerintah rovinsi
Jambi maka diharapkan pemerintah lebih berupaya dalam meningkatkan indikator indikator
sehingga dapat memberikan peranan positif dalam perbaikan kinerja keuangan pemerintah
provinsi jambi.

% o

X/
0‘0 0’0 0‘0
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